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Penyvalahgunaan Wewenang Polisi Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Per-
cepatan Heformasi Polri vang
dibentuk Presiden Prabowao Su-
hianto menjadi harapan berba-
gai pihak untuk memperbaiki
kepolisian. Sejumlah isu terkait
Polri, mulai dari penangkapan
uktivis, kematian Farhan dan
Reno, hingga masalah perekrt-
an anggota dan penyalahgunaan
wewenang menjudi sorotan ter-
kait kinerja institusi pencgakan
hukum ini.

Presiden Prabowo Subianto
melantik anggota Komisi Perce-
patan Relormasi Polri vang ter-
diri atas 10 tokoh, di lstana

Merdeka Jakarta, Jumat
(F11/2025). Mantan  Ketua
Mahkamah Konstitusi  Jimly

Asshiddigie dizngkal menjadi
ketua komisi.

Adapun  anggotanva  terdiri
dari Kepala Polri Jenderal (Pol)
Listyvo Sigit Prabowo; Menko
Hukum, HAM. Imigrasi, dan
Pemasyarakatan  Yusril  IThza
Muhendra; Mendagri Tito Kar-
mavian; Menteri Hukum Sup-
ratman Andi Agtas; Wamenko
Hukum Otte Hasibuan; Pena-
sihat Khusus Presiden Ahmad
Dofiri; mantan Kapolri Jende-
ral (Furn) Idham Aziz dan Joen-
deral (Purn) Badrodin Faiti;
serta mantan Menko Polhukam
Mahfud MDD

Anggota Komisi LT DPR dari
Fraksi Partai Nasdem, Rudianto
Lallo, herharap orang-orang
vang ditunjuk Prabowo ini bisa
bekerja dengan haik. Mercka
diharapkan mampu menerje-
mihkan  keinginan  Presiden
untuk mengubah institusi Polri
ke arah yung lebih baik

"Tentu lehih spesifik terha-
dap hal-hal yang ingin diperba-
iki atan dikoreksi, apakah her-
kaitan dengan struktural, in-
strumental, atan kultural vang
ada di institusi Polri. Ya, kita
beri  kesempatan  kepada

orang-orang yang sudah ditun-

juk untuk bekerja bersama tim
yang dibentuk Bapak Kapolri di
internal,” paparnya di Jakarta,
Selasa (11/11).

Perbaikan ini. kata Rudianto,
salah satunya adalah terkait isu
penyvalahpgunaan wewenang da-
lam penegakan hukum. Ini juga
terkait penangkapan para ak-
tivis oleh Polri seusai demon-
strasi besar pada Agustus 2025
yang menjadi sorotan publik,

“1al yang dirumuskan seka-
riung adalah hal-hal yang dikri-
tik dan perlu diperbaiki, Salah
satunya adalah terkail kewe-
nangan  penegakan hukum.
Nah, vang banyak disoroti pub-
lik sekarang, kan, seperti pe-
nangkapan-penangkapan  ini.
Judi, yang Kita mau adalah pe-
negakan hukum yang tidak me-
langgar hukum, ya, kan”” ujar-

.

Kematian Farhan dan Reno

Anggota Komisi [T DPR-dari
Partal Kebangkitan Bangsa, Ab-
dullah, menyebut, salah satu re-
komendasi yang perlu diperha-
tikan oleh Komisi Fercepatan
Reformasi Polri ini adalah ter-
kait kematian Muhammad Far-
han Hamid dan Reno Sastrawi-
Java, Jenazah keduanmya dite-
mukan di Kwitang, Jakarta, se-
telah dinvatakan hilang setelah
demonstrasi besar pada Agus-
tus 2025,

Bahkan, Abdullah mendo-
rongdibentuknya tim gabungan
pencari fakta (TGPF) indepen-
den vang melibatkan berbagai
unsur untuk mencari kebenar-
an di halik kasus ini. Dia vakin
temuun-temuan yvang ads akan
memberikan masukan penting
untuk Komisi Percepatan Re-
formasi Polri.

Dilmbungi  terpisal, Wakil
Ketua Risel Yavasan Lembaga

Bantuan  Hukum  Indonesia
(YLBHI} Arif Maulana berpan-
dangan, reformasi kepolisian

Kasus-kasus yang
ada di kepolisian itu
harus dapat
diidentifikasi secara
utuh.

Arf Maulana

harus dimulai dengan meng-
identifikasi dan mengevaluasi
permazalahan mendasar kepo
lisian yang tampak dari berba-
i kasus yang terjadi di kepo-
lisian selama ini,

Kisus yvang dimaksud adalah
praktik militeristik, penyiksaan,
pengrLnaan keluatan L}tl’lLblh—
an,. korupsi, dmpunitas, besa
nya kewenangan, dan katladaan
pengawasan vang efektif. Ka-
sus-kasus tersebut harus dilihat
secara komprehensif, baik dari
sisi regulasi kewenangan kepo-
lisian, kelembagaan, anggaran,
muupun kultur kepolisian.

*Kasus-kasus yvang ada di ke-
polisian itu harus dapat diiden-
tifikasi secara utuh. Apa masa-
lak vang harus diperbaiki dan
dicarikun solusinya sesual de-
ngan cita-cita reformasi yang
menginginkan polisi jadi polisi
sipil yang demokratis, humanis,
dan profesional,” tutur Arif,

Perekrutan

Arif juga menvebut isu ter-
kait perekrutan dan seleksi ada-
Jah salah satu masalah yang
tidak bisu dipisahkan dari ma-
salah mendasar lainnya sching-
gi membutuhkan solusi kom-
prehensif, Tsu ini juga sebhe-
lurmnya disebutkan oleh Jimly
setelah pelantikan.

Jimly menyatakan, masalah
perekrutan menjadi salah satu
isu perbailan internal akan di-

bhahas bersifat quick win, salah
satunya perekrutan di tubuh
Palri. Rekomendasi itu akan di-
sampaikan kepada Kapaolei un-
tuk ditindaklanjuti

Sementara itu, rekomendasi
vang bersifat kebijakan funda-
mental dan strategis, seperti
peraturan  perundang-undang-
an, akan diserahkan langsung
kepada Presiden. Semua reko-
mendasi ini, kata Jimly, berda-
sarkan aspirasi dari publik vang
akan dijaring secara maraton
selama tiga bulan ke depan.

Meski demikinn, Arif memin-
ta komisi tidak hanva folkus
kepada isu-isu tertentu. seperti
perckrutan, tetapi juga mela-
kukan identifikasi masalah se-
carg uluh, Dengan demikian,
komisi hisa mencari solusi se-
suai dengan cita-cita reformasi
yang menginginkan polisi men-

jadi polisi sipil vang demokratis,

humanis, dun profesional.

"Harusmyva diidentifikasi dulu
secara tepal masalah menda-
sarnya. Jangan sampai nanti
masalahnya hanya diidentifika-
siodi rekrutmen,” tuturny:

Arif khawatir masalah men-
dasar—seperti besarnya kewe-
nangan kepolisian dalam herba-
gai fungsi, mulai dari keaman-
an, ketertiban masyarakat, pe-
negakan hukum, hingga layan-
an tmc}"arajxat—]ustm kemudi-
an luput dari evaluasi komite.
Padahal, hal itu  sebenarmyva
yang perlu mendapatkan peng-
awasan efektif serta mendapat-
kan perhatian,

"Jika memang mau memulai
dari masalah rekrutmen, menu-
rut sayva, harus diaudit duhulu
selama ini rekrutmennya seper-
ti apa. Apa masalahnya® Apakah
ada korupsi, praktik pendidikan
vang militeristik, standar rek-
rutmen yvang rendah, serta tidak
adanya  pengawasan  transpa-
ransi akuntabilitas dalam relk-
rutmen,” kata Arif, (DEA/HTO)
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